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GUBERNUR SULAWESI BARAT 

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT 
NOMOR    37  TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 38 
TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI 
SULAWESI BARAT NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN  
DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  

RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA 

GUBERNUR SULAWESI BARAT, 

Menimbang  : a. bahwa untuk melaksanakan beberapa ketentuan Peraturan 
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, 
telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 
38 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat; 

b. bahwa untuk menyesuaikan jenis Atribut Pimpinan dan 
Anggota DPRD berupa kadar insigne, maka Peraturan 
Gubernur Sulawesi Barat Nomor 38 Tahun 2017 tentang 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 
5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi Sulawesi Barat, perlu diubah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur Sulawesi Barat tentang Perubahan Atas Peraturan 
Gubernur Sulawesi Barat Nomor 38 Tahun 2017 tentang 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 
5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi Sulawesi Barat; 

Mengingat  

 

: 

 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

SALINAN 
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Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Rpublik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nmor 4422); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679);     

6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Rpublik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);  

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor1067); 

13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi 
Barat(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 
Barat Nomor 84); 

14. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 38 Tahun 2017 
tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi 
Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Provinsi Sulawesi Barat(Berita Daerah Provinsi 
Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 38); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT 
NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 5 TAHUN 2017 
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN 
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI 
SULAWESI BARAT. 

 
Pasal I 

Ketentuan Pasal 8 ayat (5) diubah dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat 
Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi 
Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah 
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 38), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 8 

(1) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:  
a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun; 
b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; 
c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun; 
d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 

(satu) tahun; dan 
e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 

(satu) tahun. 
(2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan 

dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan. 
(3) Standar satuan harga pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diatur dalam Peraturan Gubernur lainnya yang mengatur tentang Standar 
Satuan Harga Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan 
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Kerja Perangkat Daerah. 
(4) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :  

a. pakaian sipil lengkap atributnya terdiri dari peci, insigne dan label nama; 
dan 

b. pakaian yang bercirikan khas daerah atributnya terdiri dari : songkok 
bone, salempang, keris untuk laki-laki, serta baju pokko danbaju boko 
untuk perempuan.  

(5) Insigne (lencana) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, disediakan 2 
(dua) kali dalam 5 (lima) tahun, terbuat dari logam emas seberat 7 (tujuh) 
Gram dengan kadar 23 (dua puluh tiga) Karat. 

(6) Satuan harga atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kecuali Insigne 
ditentukan sebagai berikut :  

a. label nama setinggi-tingginya seharga Rp.100.000,00 (Seratus Ribu 
Rupiah); dan 

b. topi/peci setinggi-tingginya seharga Rp.200.000,00 (Dua Ratus Ribu 
Rupiah). 

Pasal II 

Peraturan Gubernur Sulawesi Barat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur Sulawesi Barat ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi 
Sulawesi Barat. 
 

Ditetapkan di Mamuju 
pada tanggal 30 November 2018         

GUBERNUR SULAWESI BARAT, 
 

                                                                                              ttd 
 

     H. M. ALI BAAL MASDAR 
 

Diundangkan di Mamuju 
pada tanggal 30 November 2018 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, 
 

                                     ttd 
 

                        MUHAMMAD IDRIS 

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2018 NOMOR 37 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
 Mamuju, 30 November 2018 

        KEPALA BIRO HUKUM, 
 

    ttd 
 
BUJAERAMY HASSAN, SH 
Pangkat : Pembina Tk.I 
NIP.  : 19750630 200212 1 010 
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